
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR : 78 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGG ARA 

NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PROVEKflCEGIATAN STELSEL MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS) 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam 
rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 
Nomor 118/S/XIX.KDR/06/2Q08 yang merekomendasikan Kepada 
Gubernur Sulawesi Tenggara agar Pedoman Pelaksanaan 
Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sej^itera (SMS) Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 untuk ditinjau 
kembali;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
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2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih da i Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851};

3. Undang-Undang Noffidr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Repubffc Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
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telah diubah beberapa kaO dan terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Negara dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

* Tahun 2GG7;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kefja Dinas Provinsi Sulawesi 
Tenggara;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengetoaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Giijemur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 
tentara Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel 
Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi Sulawesi Tenggara;

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga 
Kepada Daerah.

MEMUTUSKAN :

Mantapkan : PERATURAN GUBERNUR TEN TAN G  PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 28
TAHUN 2004 TEN TAN G  PEDOMAN PELAKSANAAN
PROYEK/KEGIATAN STELSEL MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS)
PROVfNS' SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan Stelsel Masyarakat Sejahtera (SMS) Provinsi 
Sulawesi Tenggara diubah khususnya pada lampiran angka Romawi VI Pembiayaan 
pada angka 1 diubah sehingga berbunyi:

1, Biaya Operasional Developer.
Biaya Operasional Developer sebesar 10% sampai dengan 15% yang diperoleh dari 
nilai pengembalian PAB/ROFI dianggarkan datam APBD pada setiap SKPD dalam 
belanja jasa developer setiap tahun untuk jangka waktu pengembalian sampai denga.i 
tiga tahun di luar masa tenggang waktu pengembalian (grace periode).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap erang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini 
dtrgan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
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Ditetapkan di Kendati 
pada tangga! 3 0 - 1 2  -  2009
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'  .............

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal, 30 -1 2  ■ 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SULAWESI TENGGARA.

Ebi tfcPiGGA«A,

H. NUR ALAM

H. ZAtNAL ABICfIN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAV/ESITCNGGARA TAHUN 2008 
NOMOR : 78
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